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BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36TAHUN 2007

TENTANG

.~ PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

WGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI TEMANGGUNG

bahwa dengan ditetapkan -Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa guna kelancaran
teknis pelaksanaannya maka perlu diatur lebih lanjut oleh
Bupati; p
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung No 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 .
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengunangan dan Penyebariuasan Peraturan Pe'mn&ang-
undangan; ' » b

; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temahggun Nomdr 10 Tat |
1 2007 tentang Kedudukan Keua T ' -

Ngan Kepala Desa dan Perarigkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007
Nomor 10). -

MEMUTUSKAN: -

PERATURAN BUPATI TENTANG P

BAB I | |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

-

WF Berzturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- JEer2h adalah Kabupaten Temanggung; I

| ' !
SEmerintah  Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah se%»agai unsur
WEmwelenggara pemerintahan daerah, ' ‘

“Swpat adalah Bupati Temanggung. | | | I‘
Cam I

2t adalah Camat dj Kabupaten Temanggung. ‘
== 2dalah kesatuan ma iliki

) » . i ]

enintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerib shan oleh
erintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
Jurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

\ © setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerin ahan Negara
Wes=tuan Republik Indonesia. |

merintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur

™ w=ienggara pemerintahan desa. o
=z Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
Me=ngkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

SeZzn Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
=Eg2l unsur penyelenggara pemerintahan desa. :

Wmgzaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disirigkat APBD
@2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

z2ran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Dadalah
mc2na keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
Sersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan

Ll

i
i



. "@nah bengkok adalah sebagian tanah kas desa Yang diperuntukan sebagai
. #=nghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa..

| Mokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD a
. w@ng dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
| %822n pajak dan retribusi daerah ' perimbangan keuangan
- Wusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten,

BAB II
PENGHASILAN
Pasal 2 }

¥e&pzla Desa dan Perémgkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa uang
‘ s=niizi hasil pengelolaan tanah bengkok.

- "=nghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dim

aksud pada ayat (1) paling
§ Sadikit senilai satu setengah kali Upah Minimum

Kabupaten yang beriaky pada

#enghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
SOkt senilai satu  kali Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada
| @un berjalan.

——

Sesaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapikan oleh

‘ Sersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok Ke
- Jesa dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas).

 Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagéimana
- @imaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 4

w::ahan Penghasilan Teta
Wmaksud pada ayat 1 dite
| d@am APB Desa.

"ambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui

- Me=ning Pemerintahan Desa di PD BPR BKK Temanggung setiap 3 (tiga) bulan

P Kepala Desa dan Perangkat D&a‘sebagaimana
tapkan setiap tahun dalam APBD dan dimasukkan

Seseran tambahan pen
- t=t=2pkan oleh Bupati.

ambzhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
Setung mulai tanggal 1 Jali 2007. -

ghasilan tetap sébagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 5

Feczz i yar jadi diberi
"=mawai negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
bmenghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana
" fimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan diberi tunjangan aparat pemerintah desa.
w%‘m penghasilan tetap sebesar 50 % (fima puluh per seratus)‘dlmasukkan ke
Mas Desa sebagai perdapatan desa.



Pasal 6

* ¥%=pala Desa dan Perangkat Desa yang diberhenti
. @batannya, diberikan penghasilan sementara dari
2&nghasilan 50 % (lima puluh per seratus) dari
menerima tunjangan aparat pemerintah desa.

| Ss2 penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke
b Kas Desa sebagai penqapatan desa.

Setentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beraky apabila masa
#=mberhentian sementara berahir. o

kan semge.ntara dari
jabatannya, diberikan
penghasilan tetap, dan tidak

Pasal 7

. ®emiabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sesuaj dengan kemampuan
P #=u2angan desa,

| Besanya penghasilan tetap bagi Penjabat Kepala Desa ditetapkan dalam APB
- Desa.

Pasal 8

Wiz =rdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa maka
I pengelolaan tanah bengkok Kepala

Desa dan atau Perangkat Desa dimaksud
Mszn ke Kas Desa sebagai pendapatan desa, : !

BAB III
TUNJANGAN

|
Pasal 9 {

82 Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap

imana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tu,;n_jangan‘ lain
LS dengan kemampuan keuangan daerah. e

.
= twnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a_taS: 5

® Tunjangan aparat pemerintah desa; | 1
I Tunjangan pengabdian.

Pasal 10

| i imaksud dalam Pasal 9 ayat
wmangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaks : .
I Ef%af a bpersumber dari ADD dan ditetapkan dalam setiap tahun dalam APB

Fe<z-2n tunjangan Aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.v
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BABIV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP
' DAN TUNJANGAN ,

Pasal 13

| ®enghasilan tetap dan tunjangan Aparat Pemerintah Desa diberikan kepada

- ¥&p2iz2 Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai
| @emcan ditetapkannya keputusan pemberhentian. :

§ Tlamjangan Pengabdian diberikan

kepada Kepala Desa
- 2R berakhir mas Jjabatan

dan Perangkat Desa yang
nya atau meninggal dunia,
BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14
@52 terhadap‘pe!aksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Bi@aukan oleh BPD, Camat dan Bupati. :

BAB V1

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

| Bucukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini
=Laikan dengan Peraturan Bupati ini.

Eran Bupati ini.

iz Sekretaris Desa telah dia
Bucukan Keuangan Sekretaris D
w2 Negeri Sipil.

ngkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka
€sa mengikuti ketentuan yang berlaku bagi



BAB vII
KETENTUAN PENUTUP

|
i

Ditgtapkan_‘gi Temdanggung
QIJ@)\ZD SepT 2007
7N\

ANGGUNG
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ngkan dj emanggung
e Tangga i PT 2007

DAERAH
'EMANGGUNG

%M SEYYO ADII, MM
Reobins Utama Madya

- ®IP. 010 087 480

BETA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 26 .



